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MOTTO 
 

 

َ خَبِيْر    وْا مِنْ ابَْصَارِهِمْ وَيحَْفَظُوْا فرُُوْجَهُمْْۗ ذٰلِكَ ازَْكٰى لهَُمْْۗ اِنَّ اللّٰه  بمَِا قلُْ لِِّلْمُؤْمِنِيْنَ يغَضُُّ

 يَصْنَعوُْنَ 

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” 

 (QS An-Nur Ayat 30) 
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ABSTRAK 

 

M.G Jodi Kuswantoro, 2022 Status Keabsahan Perkawinan Siri Sebelum 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Nomor 

2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Syariah, 

IAIN Kediri. Dr. H. Abdullah Taufik, MH, Ach. Khiarul Waro Wardani, 

MH 

 

Kunci: Keabsahan perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, 

Perkawinan siri 

Hadirnya ide konsep terhadap status keabsahan perkawinan siri sebelum 

dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bertujuan untuk 

mengetahui keabsahan perkawinan pada putusan perkara nomor 

2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, dan untuk mengetahui status perkawinan pada 

putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sebelum dan sesudah 

adanya adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .Berdasarkan tujuan itu 

peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana keabsahan perkawinan pada putusan 

perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, bagaimana status perkawinannya 

pada putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sebelum dan sesudah 

adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifatnya 

deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Alat pengumpulan 

data yang digunakan, yaitu studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah 

serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. 

Status keabsahan perkawinan siri sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 dalam Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr terjadi kontradiktif 

tidak dikabulkannya gugatan pengguggat maupun eksepsi dari tergugat terhadap 

sengketa waris. Hakim mempertimbangkan status keabsahan perkawinan dari 

orang tua pengguggat maupun tergugat yang terjadi sebelum kemerdekaan yakni 

sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan. 

Setatus keabsahan perkawinan sebelum periode kemerdekaan RI, masih menganut 

perkawinan adat dan bagi umat Islam menganut aturan kolonial Belanda yang 

mana belum mengatur secara terperinci mengenai pencatatan perkawinan. 

Memang setatus kebahsahan perkawinan saat itu, sah secara agama dan ketentuan 

yang berlaku yaitu hukum Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan 

yang terjadi sebelum Unang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

diberlakukan memiliki setatus perkawinan yang tidak sah secara perundang- 

undangan sebelum dilakukan isbath nikah. Sehinga, akan berdampak pada 

persoalan waris dalam garis keturunannnya. Meskipun, perkawinan terjadi sah 

secara hukum Islam saja tetap memiliki status keabsahan perkawinan yang tidak 

sah secara hukum setelah diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. 
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